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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah salah satu entitas
pelaporan  sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(BASARNAS) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para pengguna laporan  khususnya sebagai sarana  untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Disamping itu, laporan keuangan ini
juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan
keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance).

Jakarta, Mei 2024
L Km}aaadan Nasional Pencarian
Dan Pertolongan (BASARNAS)

~Mohammad Syafii, S.IP., M.M
Marsekal Madya TNI
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BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BASARNAS)

JLN. ANGKASA BLOK B.15 KAV 2-3, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-65701116, FAXIMILE 021-65701152

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024

Koplh Badan Nasional Pencarian
bin Porigiongan (BASARNAS)

Mohamml'ﬁ Syaﬁl, S.IP., M.M
Marsekal Madya TNI
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RINGKASAN

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun Anggaran 2024 Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) ini telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 30 Desember 2024 adalah
berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp10.251.304.439,00.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah
Rp1.863.051.348.066,00 atau mencapai sebesar 88,62 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp2.102.360.067.000,00.

2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024.
Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar
Rp4.861.880.910.737,00 yang  terdiri dari: Aset Lancar sebesar
Rp107.173.100.645,00, Aset Tetap sebesar Rp4.552.935.929.730,00, dan Aset
Lainnya sebesar Rp198.609.748.447,00.
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp96.175.613.135,00 dan
Rp4.765.705.297.602,00, sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar
Rp4.861.880.910.737,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional Menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar Pendapatan-LO untuk periode sampai
dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.137.406.263,00, sedangkan jumlah




beban adalah sebesar Rp2.149.032.653.607,00, sehingga terdapat defisit dari
Kegiatan Operasional senilai (Rp2.144.895.247.344,00). Surplus Kegiatan Non
Operasional sebesar Rp80.681.099.421,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO
sebesar (Rp2.064.214.147.923,00).

. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada
tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp4.959.784.882.788,00 ditambah Defisit-
LO sebesar (Rp2.064.214.147.923,00), koreksi yang menambah/mengurangi
Ekuitas Rp16.144.140.490,00 dan Transaksi antar Entitas Rp1.853.990.422.247,00
sehingga Ekuitas entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai
Rp4.765.705.297.602,00.

. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-
pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.
Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk
Tahunan (Audited) Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan

menggunakan basis akrual.
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 1.255.400.000,00 10.251.304.439,00 816,58 8.070.775,409,00
JUMLAH PENDAPATAN -] 1025130443900 | 8070.775.409,00

BELANJA B.2
Belanja Pegawai B.2.1 546.261.903.000,00 522.522.074.399,00 95,65 484.309.165.358,00
Belanja Barang B.2.2 1.102.304.834.000,00 |  1.026.951.586.596,00 93,16 851.632.740.972,00
Belanja Modal B.23 453.793.330.000,00 313.577.687.071,00 k 69,10 313.871.280.852,00

S Syafii, S.IP., M.M
Marsekal Madya TNI
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I1. NERACA

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023
Tabel. 2 (Dalam Rupiah)
C I Daer-24 ¥ - oy
ASET LANCAR = |
Kas Lainnya dan Setara Kas c11 140.498.033,00 2.108.547,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) c12 1.395.473.983,00 2.352.194.036,00
Piutang Bukan Pajak €13 31.183.358.000,00 31.183.358.000,00
Penyisihan Plutang Tak Tertagih - Plutang Bukan Pajak cl4 (31.183.358.000,00) (31.183.358.000,00)
Persediaan c15 105.637.128.629,00 122.476.620.164,00
e oy 7oA 00| IIAE082707.00
ASET TETAP c.2
Tanah c21 982.267.906.350,00 982.145.526.825,00
Peralatan dan Mesin c2.2 11.185.819.188.214,00 10.966.514.832.699,00
Gedung dan Bangunan c23 1.203.679.509.317,00 1.176.183.642.297,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C24 65.178.994.175,00 ©64.980.808.505,00
Aset Tetap Lainnya c2s 21.771.034.831,00 21.720.758.351,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan c26 94.768.339.118,00 35.540.109.773,00
Akumulasi Penvusutan Aset Tetap c27 (9.000.549.042.275,00)| _ (8.524.713.201.593,00
Jumlah Aset Tetap | 4.552.935.929.730,00 |  4.722.372.476.857,00
Properti Investasi c3
Properti Investasi 3 3.476.825.000,00 =
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi c3.2 (322.006.335,00)
Jumlah Properti Investasi 3.154.818.665,00 2
PIUTANG JANGKA PANJANG ca
Plutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti caa 7.350.000
Rugi
Penyisihan Plutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Ca.2 (36.750) -
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN c43 7.313.250 -
GANTI RUGI (NETTO)
Jumiah Piutang Jangka Panjang 7.313.250,00 -
ASET LAINNYA C.5
Aset Tak Berwujud c51 225.117.207.599,00 224.754.106.099,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya €52 94.882.113.099,00 20.758.685.470,00
Aset Lain-Lain €53 116.501.087.483,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (L7
Jumiah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANG KA PENDEK C.6
Utang kepada Pihak Ketiga €61 95.769.495.668,00 21.562.292.645,00
Hibah Yang Belum Disahkan 6.2 13.500.000,00 -
Pendapatan Diterima di Muka 63 252.119.434,00 1.313.652.653,00
Utang Jangka Pendek Lainnya c6.4 140.498, 00 2.108.547,00
JUMLAH KEWAJIBAN : T 33.678.053.845,00 |
EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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II1. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN SAR NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023

Oe!. 3
R

(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1 4,137.406.263,00 2.551.750.519,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.137.406.263,00 2.551.750.519,00
|BEBAN
Beban Pegawai D.2 522.065.326.430,00 484.760.357.327,00
Beban Persediaan D3 43.659.375.999,00 25.395.284.447,00
Beban Barang dan Jasa D.4 331.002.687.263,00 297.195.557.728,00
Beban Pemeliharaan D5 556.788.777.103,00 425.615.561.070,00
Beban Perjalanan Dinas D.6 111.176.399.652,00 96.352.464.329,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 156.875.090,00 254.632.730,00
Beban Bantuan Sosial D8 300.000,00 -
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 584.182.927.820,00 651.766.420.700,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 (17.400,00)
JUMLAH BEBAN LN 2
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL D.11 (1.978.788.510.412,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar D.12 (214.247.448,00) (364.687.059,00)
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar D.12 569.504.804,00 319.428.300,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.12 783.752.252,00 684.115.359,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D13 80.895.346.869,00 99.954.287.938,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya D.13 84.780.445.224,00 102.070.210.044,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.13 3.885.098.355,00 2.115.922.106,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL |  D.14 30.681.099.421,00 99.589.600.879,00
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA D.15 (2.064.214.147.923,00)|  (1.879.198.909.533,00)
POS LUAR BIASA D.16
Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA - -
SURPLUS/DEFISIT LO D.17 (2.064.214.147.923,00) (1.879.198.909.533,00)

Moham

ad Syafii, S.IP., M.M
Marsekal Madya TNI
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2023

Tabel. 4
P
e

EKUITAS AWI.

El

4.959.784.882.(”

(Dalam Rupiah)

5.283.849.594.731,00

i w’ /X

SURPLUS/DEFISIT LO E2 (2064.214.147.923,00)|  (1.879.198.909.533,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS |  E3 16.144.140.490,00 (87.918.378.075,00)
KOREKS! NILAI PERSEDIAAN E31 288.324.539,00 .
KOREKSI ATAS REKLASIFIKAS| £32 291.756.000,00 391.234.925,00
KOREKS! NILAI ASET NON REVALUASI £33 15.553.612.451,00 (87.073.180.504,00)
LAIN-LAIN E34 10.447.500,00 (1.236.432.496,00)
TRANSAKS! ANTAR ENTITAS Ed 1.853.990.422.247,00 1.643.052.575.665,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (194.079.585.186,00) (324.064.711.943,00)
EKUITAS AKHIR ES 4.765.705.297.602,00 4.959.784.882.788,00
alaBadan Nasional Pencarian
atolongan (BASARNAS)

A\ \ o r
\ PR /
Mohammad Syafii, S.IP., M.M
Marsekal Madya TNI
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V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana

Strategis

A. PENJELASAN UMUM
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BASARNAS)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) didirikan sebagai
salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasa aman dalam
penerbangan dan pelayaran di Indonesia. Organisasi dan tata kerja Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Yang sekarang ini berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3,

Jakarta Pusat.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mempunyai

tugas dan fungsi membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Melalui peran tersebut
diharapkan bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia international
yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan (BASARNAS) berkomitmen dengan visi “TERWUJUDNYA

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI

DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis

sebagai berikut:

e Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan
pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam
kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara
andal, efektif, cepat, efisien, serta aman.

* Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun
internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan
pertolongan (SAR), serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk

memaksimalkan potensi SAR.




e Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial

organisasi dan senantiasa tumbuh, tlaerkembang dan melakukan
perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.

Melaksanakan pembinaan kemampuan idan kesiapan sumber daya
manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat
melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-
baiknya.

Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan
sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), terdiri dari:
1. Kepala Badan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditunjuk langsung
oleh Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Presiden.

. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris
Utama yang terdiri atas 4 (empat) biro ya:litu Biro Hubungan Masyaratat
dan Umum, Biro Perencanaan dan }i(euangan, Biro Hukum dan

Kerjasama, serta Biro Kepegawaian dan Tata Laksana.

. Deputi Bidang Sarana dan Prasarar{a, dan Sistem Komunikasi

Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi
Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang sarana
dan prasarana dan sistem komunikasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bacllian Nasional Pencarian dan
Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem
Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri
atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat| Sarana dan Prasarana dan
Direktorat Sistem Komunikasi.
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. Pusat Data dan Ilhformasi

4. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan
adaiah unsur pelaksana sebagian tugaIS dan fungsi Badan Nasional
Pencarian dan Perfolongan di bida'ng operasi pencarian dan
pertolongan yang berada di bawah dah bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang
Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh
deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan

Direktorat Kesiapsiagaan.

. Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan di bidang tenaga dan potensi pencarian dan
pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Nasional Pencarian danl' Pertolongan. Deputi Bidang
Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh
deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga
dan Direktorat Bina Potensi. !

Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan NasionaI: Pencarian dan Pertolongan
melalui Sekretaris Utama. Pusat Data Edan Informasi dipimpin oleh
Kepala. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

. Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pengawasan !yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badlan Nasional Pencarian dan
Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh
Inspektur.




Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/
atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan, Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan.
Tabel. 5
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja
NO [ | URAIAN ' | SATKER
1 Kantor Pusat _ 1 |
2 Balai Diklat 1
3 | Kantor SAR Kelas A 22
4 | Kantor SAR Kelas B 21
JUMLAH 45

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) T.A 2024 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Laporan Keuangan ini
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian
prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk
diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta
laporan manajerial lainnya.

Pada tahun 2020, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(BASARNAS) (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan
pengkoordinasian laporan keuangan dari 1 (satu) Unit Eselon | (UAPPA-

E1) yang terdiri dari 45 kantor/satuan kerja.




Basis Akuntansi

Dasar

Pengukuran

Kebijakan

Akuntansi

Jumlah satuan kerja di lingkup Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Badan SAR Nasional adalah 45 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, satuan
kerja yang menyampaikan Laporan Keuangan (LK) dan dikonsolidasikan
sejumlah 45 satuan kerja atau 100%.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) menerapkan
basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk
penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas
adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal
ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan
menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun
2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-




konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BASARNAS). Disamping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BASARNAS) adalah sebagai berikut:

Pendapatan LRA 1) Pendapatan LRA
e Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO 2) Pendapatan LO
e Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan LO pada Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah sebagai
berikut:
* Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan.
* Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai
dan periode waktu sewa.
» Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat
keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
e Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.




Gelarye 3) Belanja

¢ Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).

e Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Boban 4) Beban

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset 5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
Aset Lancer a. Aset Lancar

o Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

e |Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga
disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam
bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

e Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat
peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan
naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara
jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.




e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai

yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6
Belum dilakukan pelunasan s.d. o
Lancar tanggal jatuh tempo 0.5%
KA Satu bulan terhitung sejak tanggal
Lanca? Surat Tagihan Pertama tidak 10%
dilakukan pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal
Diragukan Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan 50%
pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan .
asdt Piutang telah diserahkan kepada s
Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN
e Tagihan Penjualan  Angsuran (TPA) dan  Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12
(dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian
Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

+ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

* Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.







